
  

 

 

 

 

WALIKOTA TEGAL 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN WALIKOTA TEGAL 

NOMOR  22  TAHUN 2018 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TEGAL, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2018 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa 

Barat; 

    

3. Undang-Undang . . . 

 

 

SALINAN 
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  3.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan 

Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

  4.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

  5.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  6.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  7.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

  8.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4438); 

  9.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  10.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

11. Undang-Undang . . . 
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  11.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir    dengan    Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  12.  Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3321); 

  13.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

  14.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

    

15. Peraturan . . . 
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  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005  tentang   Sistem   

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

  20.  Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4693); 

   21. Peraturan . . . 
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  21.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten 

Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

48,  Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 

Nomor 4713); 

  22.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  23.  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

  24.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

  25.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5532); 

  26.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 

  27.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal 

Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas 

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan 

Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya 

Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah 

Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4); 

    

28. Peraturan . . . 
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  28.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16); 

  29.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2015 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal 

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tegal 

Tahun 2015 Nomor 5); 

  30.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Tegal Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Tegal 

Tahun 2017 Nomor 4); 

  31.  Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor   Tahun 2018 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017 

(Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2018 Nomor    ); 

  32.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

  33.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 

Pemerintah Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal 

Tahun 2008 Nomor 35); 

  34.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 2014 tentang 

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah 

Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 8), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal 

Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 

2015 Nomor 28); 

    

35. Peraturan . . . 
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  35.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah 

Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 9), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 29 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tegal 

Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi 

Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 

2015 Nomor 29); 

  36.  Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 

2016 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 8 Tahun 

2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota 

Tegal Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  2017 

(Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2017 Nomor 8); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 

ANGGARAN 2017. 

 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri atas : 

a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 306.830.656.134,99 

a) Pendapatan Pajak Daerah Rp. 69.042.455.743,00 

b) Hasil Retribusi Daerah Rp. 19.857.864.056,00 

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan- 

Daerah yang dipisahkan Rp. 14.707.658.210,00 

d) Lain-lain Pendapatan Asli- 

Daerah yang Sah Rp.203.222.678.125,99 

 

Dana . . . 
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2. Dana Perimbangan Rp. 644.940.136.542,00 

a) Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil- 

Bukan Pajak Rp.   29.186.187.399,00 

b) Dana Alokasi Umum Rp.482.150.715.000,00 

c) Dana Alokasi Khusus Rp.133.603.234.143,00 

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yg Sah Rp. 72.995.145.600,00 

a) Dana Bagi Hasil Pajak dari  

Provinsi dan Pemerintah   -  

Daerah lainnya Rp. 53.574.777.000,00 

b) Bantuan Keuangan dari -  

Provinsi atau Pemerintah-  

Daerah lainnya Rp. 19.420.368.600,00 

Jumlah Pendapatan Rp.1.024.765.938.276,99 

b. Belanja 

1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp. 382.099.799.923,00 

b) Belanja Hibah Rp. 13.563.884.500,00 

c) Belanja Bantuan Sosial Rp. 165.000.000,00 

d) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 686.678.600,00 

e) Belanja Tidak Terduga Rp. 82.944.400,00 

Rp. 396.598.307.423,00 

2. Belanja Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp. 82.919.150.433,00 

b) Belanja Barang & Jasa Rp.332.165.536.342,51 

c) Belanja Modal Rp.205.540.997.709,00 

  Rp. 620.625.684.484,51 

Jumlah Belanja Rp. 1.017.223.991.907,51 

Defisit Rp. 7.541.946.369,48 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan Rp.112.932.169.729,00 

2. Pengeluaran Rp.  13.547.687.700,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 99.384.482.029,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran 

tahun berkenaan Rp. 106.926.428.398,48 

 

Pasal . . . 
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Diundangkan di Tegal 

pada tanggal 27 Agustus 2018 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL 

 
ttd 

 

YUSWO WALUYO 
 

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 22 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 3 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di Tegal 

pada tanggal 27 Agustus 2018 

 

Plt. WALIKOTA TEGAL, 
 

ttd 

 

MOHAMAD NURSHOLEH 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

BUDI HARTONO, S.H., M.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP 19680216 198903 1 004 

 


